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Hadirin dan hadirat yang lerhormat,

Alasan pemilihan judul tersebut di atas tidak lain disebabkan, pertama, adanya dua kata atau istilah yakni
kebijaksanaan (policy/beleid) dan kebijakan (wisdom/wijsheid) yang secaraimplisit memuat arti dan istilah
diskresi (discretion/fales Ermessen), yang diartikan dengan kebebasan untuk memilih dan/atau memutuskan/
menentukan menurut pendapat sendiri, yang selalu menggelitik di dalam benak pikiran saya selamaini
mengingat mudahnya terjadi semacam kebingungan, kekacauan atau kekeliruan (confusion) mengenai
persepsi tentang kedua kata atau istilah tersebut; terutama, bila ditautkan dengan kekuasaan negara/publik
(public power) dan penguasa/pejabat Negara/pejabat pemerintah (public authorities/ officials) yang memiliki
kewenangan/wewenang atau yang memperoleh delegasi.

Alasan yang kedua adalah : sejauh mana kepatuhan/disiplin dan/atau kepedulian dari pemeran (actor) atau
para pemeran (actors), baik perorangan maupun lembaga/badan yang terlibat dalam pembuatan rancangan
perundang-undangan dan pemeran (actor) yang memutuskan/menetapkan peraturan perundang-undangan
dan/atau keputusan pelaksanaannya, menyadari dan mematuhi hirarkhi perundang-undangan atau
penjenjangan dari atas ke bawah mengenai hukum posilif tertulis yang telah ditetapkan.

Kedua alasan tersebut di atas akan saya coba untuk menelaah dalam konteks Hukum Administrasi Negara
(HAN) dan pengembangannya dewasaini di Indonesia. Namun, sebelum menelaah dalam konteks HAN
tersebut, secara garis besar perlu disinggung mengenai beberapa pengertian tentang Negara misalnya negara
hukum (rechrssraar), negara nasiona (national stare), negarateritorial modern (modern territorial state) dan
mengenai Kekuasaan Negara (Public Power) dalam arti pembagian dan pendel egasian serta K ebijaksanaan
Negara (Public Policy) yang mempengaruhi pengembangan HAN.

Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Negara, kekuasaan, kewibawaan dan kedaulatan (The.State, power, authority and sovereignty).

Negara menurut "konstruksi hukum™ pada dasarnya merupakan badan hukum publik utama (prime public
law body/entity) yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diatur menurut (kebiasaan)
Hukum Tata Negara, seperti subyek hukum lainnya yakni orang (person) dan badan yang dipersonifikasikan
sebagal manusia. Namun, selain sebagai pembawa hak, kewajiban dan tanggung jawab, negara memiliki
kekuasaan (power), kewibawaan (gezag, authority) dan kedaulatan (souvereiniteir; sovereignty) yang tidak
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dimiliki oleh badan hukum manapun.



